SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 53/PL.03.7-Kpt/3302/KPU-Kab/VII/2018
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf m Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Banyumas dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor
52/PL.03.6-Kpt/3302 /KPU-Kab/VII/2018 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas
Tahun 2018;

b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)
jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan
suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan
Penyelesaian  Perselisihan  Hasil Pemilihan di

Mahkamah Konstitusi; c. bahwa...



Mengingat

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah [Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang...



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,
Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peratruran...



10.

11.

12.

13.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilthan Umum
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
142);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 143);

14 Keputusan...



Memerhatikan

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

15.

16.

17.

Banyumas Nomor 01/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-
Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaima
diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas Nomor 28/PP.02.3-
Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas Nomor 34/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/
IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Pemilihan -Gubernur Dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Dan Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten
Banyumas Nomor 35/PP.02.3-Kpt/ 3302 /KPU-
Kab/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun
2018 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Banyumas Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas Nomor 52/PL.03.6-Kpt/3302/KPU-
Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Banyumas Tahun 2018.

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Banyumas Tahun 2018 (Model DB-KWK) dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Banyumas Tahun 2018 (Model DB 1-KWK);

2. Berita Acara...



Menetapkan

KESATU

2. Berita Acara Nomor 690/PL.03.7-BA/3302/KPU-
Kab/ViI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun
2018, tanggal 25 Juli 2018;

3. Surat Ketua Komisi Pemillhan Umum Nomor
739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli
2018 perihal Penctapan Pasangan Calon Terpilih tanpa
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di
Mahkamah Konstitusi;

4. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 14/PAN.MK/7/2018 tanggal 23 Juli
2018 perihal Permintaan Data  Rekapitulasi
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Banyumas tahun 2018 Nomor Urut 2 {dua), Sdr. Ir. H.
Achmad Husein dan Sdr. Drs. H. Sadewo Tri Lastiono
dengan perolehan suara sebanyak 515.329 (lima ratus
lima belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara atau
55,79 % (lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan

persen) dari total suara sah.

KEDUA...



KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Terpilih Hasil
Pemilihan Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 25 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI
Salinan sesuai dengan aslinya

ETARIAT KPU
/@@A}‘EN BANYUMAS
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